






2.1. Tinjauan teoritis mengenai Kejahatan atau Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia” 
ciptaan S.R. Sianturi, Pengertian tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang 
dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
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Namun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai tindak pidana itu sendiri. Yang perlu diketahui adalah dalam tindak 
pidana secara mutlak haruslah ada unsur formil, yaitu maksudnya adalah ada 
dalam Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Lalu juga ada unsur 
materiilnya, yaitu maksudnya adalah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum 
atau norma masyarakat. 
2.2. Tinjauan Teoritis Mengenai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. LPKA atau lembaga pembinaan khusus anak mempunyai tugas 
memberikan pendidikan formal (sekolah) anak di dalam LPKA atau lembaga 
pembinaan khusus anak tersebut. Pada  PP RI No. 31 Tahun 1999 mengenai 
Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan  yaitu di pasal 
1 poin 4 dijelaskan Pembina Pemasyarakatan merupakan petugas 
pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan di LAPAS. Namun LAPAS narapidana dan LAPAS anak 
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haruslah dibedakan tempat dan tata cara pembinaannya. Hal ini dikarenakan 
pentingnya untuk melindungi anak dari narapidana apabila dijadikan satu 
tempat LAPAS. Anak bisa terpengaruh oleh hal-hal tidak baik yang berbagai 
macam yang telah dilakukan oleh narapidana di LAPAS tersebut. Maka dari itu 
dibuatlah LAPAS anak yang disebut Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. 
Dimana pembinaan dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, melalui berbagai 
macam program pembinaan supaya anak mempunyai mental dan psikis yang 
baik dan sama seperti anak-anak lainnya diluar. Selain itu dengan adanya 
Lembaga Pemasyarakatan khusus anak disini diharapkan dapat mempermudah 
terwujudnya pemenuhan daripada hak-hak anak di LAPAS tersebut. Dalam 
melaksanakan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Pembinaan Khusus 
Anak pasal 3. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik 
pemasyarakatan,
15
 maksudnya adalah memberikan pendidikan formal (sekolah) 
anak maupun pembinaan secara non formal di dalam LPKA atau lembaga 
pembinaan khusus anak tersebut. Hal ini dikarenakan setiap anak yang 
ditempatkan di LPKA atau lembaga pembinaan khusus anak mempunyai hak 
untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan. 
2.3. Tinjauan tentang Asimilasi dan Integrasi 
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1. Pengertian asimilasi : 
Menurut Permenkumham 32 Tahun 2020 pasal 1 poin 3 Asimilasi 
mempunyai arti proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan 
dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.
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Asimilasi mempunyai penjelasan sederhana bahwa Narapidana dan Anak 
tetap berstatus sebagai Narapidana, namun tempatnya adalah di rumah 
masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat 
pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam 
rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 juga diatur 
mengenai pemberian Asimilasi yang hanya pada Narapidana dan Anak yang 
tidak melakukan tindak pidana kejahatan narkotika, prekursor narkotika, 
dan psikotropika (khusus yang dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 tahun; terorisme; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara; 
kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan/atau kejahatan transnasional 
terorganisasi lainnya. Lalu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat 
pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam 
rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 juga diatur 
mengenai syarat-syarat pemberian Asimilasi yaitu pada pasal 4 ayat 2 yaitu  
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Mengeni anak yang bisa diberikan program Asimilasi sesuai yang dijelaskan 
di pasal 2 adalah wajib terpenuhi syarat-syaratnya yaitu berperilaku baik 
dengan bukti bahwa tidak menjalani hukuman indisipliner dalam 3 bulan 
terakhir masa pidana, lalu yang kedua adalah ikut aktif dalam program 
pembinaan secara baik, dan yang terakhir adalah sudah menjalani masa 
pidana paling sebentar 3 bulan. 
Lalu dipertegas dengan Pasal 5 yaitu 
Syarat diberikannya Asimilasi sesuai dengan yang dimaksud pada Pasal 4 
dengan bukti melampirkan dokumen fotokopi kutipan putusan hakim dan 
berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, bukti pembayaran lunas denda 
dan uang pengganti sesuai dengan putusan atau melaksanakan subsidaer 
yang menggantikan denda yang dijalankan di rumah dengan diawasi oleh 
Kejaksaan, laporan perkembangan pembinaan dengan tanda tangan Kepala 
Lapas, salinan register F yang dibuat Kepala Lapas, salinan daftar 
perubahan yang dibuat Kepala Lapas, dan surat pernyataan dari Narapidana 
yang menyatakan bahwa dirinya tidak akan melarikan diri dan tidak akan 
melakukan  pelanggaran hukum serta sanggup hidup dirumah serta 
menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan 
penyebaran Covid-19, surat keterangan dari instansi penegak hukum tentang 
pernyataan tidak terlibat perkara lain, laporan Penelitian kemasyarakatan 
yang dibikin oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang ada tanda tangan dari 
Kepala Bapas, dan surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, 




Pembimbing Kemasyarakatan yang menjelaskan mengenai Narapidana 
Anak yang tidak akan melakukan pelanggaran hukum dan membantu dalam 
proses pembimbingan dan pengawasan Narapidana Anak selama ikut dalam 
program Asimilasi. 
2. Pengertian Integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti 
menjelang bebas) 
Menurut PP RI No. 31 Tahun 1999 pasal 1 poin 8 Integrasi 
merupakan pemulihan melalui kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 
penghidupan Narapidana dan Anak dengan masyarakat. Sedangkan 
menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan 
Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan 
penanggulangan penyebaran Covid-19 pasal 1 poin 4 Integrasi merupakan 
program pembinaan narapidana dan anak dengan cara mengintegrasikan 
Narapidana dan Anak ke suatu kehidupan masyarakat dengan memenuhi 
syarat-syarat yang sudah ditentukan. Beberapa persyaratan yang dimakud 
ada pada pasal 18 sampai dengan pasal 22 Permenkumham No. 32 Tahun 
2020 yaitu pertama dalam pasal 18 dijelaskan mengenai syarat pemberian 
Pembebasan Bersyarat adalah sudah melalui masa pidana sedikitnya 2/3, 
dengan ketentuan 2/3 masa pidananya yang dilalui sedikitnya adalah 9 
bulan, Berperilaku baik saat melalui masa pidana sedikitnya adalah 9 




Lalu yang kedua untuk pemberian Cuti Bersyarat Narapidana Anak 
harus memenuhi syarat yaitu sudah menjalani masa pidana yaitu pidana 
penjara maksimal adalah 1 tahun 6 bulan, sudah melalui masa pidana 
sedikitnya 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut sedikitnya 
adalah 6 bulan, serta berperilaku baik saat melalui masa pidana minimal 
adalah 6 bulan terakhir terhitung dari sebelum tanggal 2/3  masa 
pidananya. 
Berikutnya yang ketiga mengenai pemberian Pembebasan bersyarat diatur 
dalam pasal 20 yang diantaranya adalah sudah melalui masa pidana 
sedikitnya setengah masa pidananya, dan Berperilaku baik saat melalui 
masa pidana minimal adalah 3 bulan terakhir terhitung dari sebelum 
tanggal setengah masa pidananya. 
Selanjutnya yang keempat mengenai syarat pemberian Cuti Bersyarat 
kepada anak ada 3 yaitu dihukum dengan pidana penjara maksimal 1 
tahun, sudah melalui sedikitnya setengah masa pidananya, berperilaku baik 
pada kurun waktu 3 bulan terakhir. 
Selanjutnya pada pasal 22 dilengkapilah apa saja ketentuan yang harus 
dilengkapi diatas dengan pembuktian kelengkapan dokumen oleh 
Narapidana dan Anak yang ingin mengajukan Asimilasi dan Integrasi, 
diantaranya adalah : 
1) Fotokopi kutipan putusan hakim serta berita acara pelaksanaan putusan 
pengadilan, dokumen ini dapat didapatkan pada putusan yang telah 




2) Laporan perkembangan pembinaan dengan tanda tangan dari Kepala 
LPKA, Laporan ini dilakukan secara berkala oleh petugas LPKA. 
3) Salinan register F yang dibuat oleh Kepala Lapas/LPKA, dokumen ini 
dapat didapatkan di Lapas/LPKA tempat Narapidana dan Anak berada. 
4) Salinan daftar perubahan dari Lapas/LPKA, dokumen ini dapat 
didapatkan di Lapas/LPKA tempat Narapidana dan Anak berada. 
5) Surat pernyataan dari Narapidana/Anak yang menyatakan bahwa 
mereka tidak akan melakukan pelanggaran hukum dan turut patuh 
dalam regulasi protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan 
penyebaran Covid-19. 
6) surat keterangan yang dibuat oleh instansi penegak hukum yang 
menyatakan bahwa Narapidana dan Anak tidak terlibat perkara lain 
dan/atau tidak terdapat penundaan proses perkara lain; 
7) laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 
dengan tandatangan dari Kepala Bapas. 
8) surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga/wali, lembaga sosial, 
instansi pemerintah, instansi swasta, yayasan, atau Pembimbing 
Kemasyarakatan yang menjelaskan mengenai Narapidana Anak yang 
tidak akan melakukan pelanggaran hukum, Ikut serta dalam membantu 
proses pembimbingan dan pengawasan Narapidana Anak saat ikut 
dalam program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti 
Bersyarat. 




1. Pengertian Anak 
a. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 
Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
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b. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak merupakan 
warga negara yang umurnya belum mencapai umur 21 tahun dan belum 
kawin.
18
 Jadi anak merupakan warga negara yang belum berumur 21 tahun dan 
belum berstatus sudah menikah. Namun apabila seorang anak sudah menikah 
sebelum umur 21 tahun lalu kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh 
suaminya sebelum berusia 21 tahun, maka dia tetap dianggap sebagai orang 
yang telah dewasa bukan anak-anak. 
c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 anak adalah 
seseorang yang belum berusia 16 tahun.
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d. Menurut hukum islam anak adalah manusia yang belum mengalami fase 
baligh, yaitu dengan belum mengalami tanda-tanda baligh yang sudah 
dijelaskan dalam al-qur’an. 
2. Tinjauan Yuridis Batasan usia disebut Anak di Bawah Umur 
a. Menurut KUHP :  
Menurut KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana Pasal 45 anak 
adalah seseorang yang belum berumur 16 (enam belas) tahun. 
b. Menurut KUHPerdata : 
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Menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, anak 
merupakan warga negara yang umurnya belum mencapai umur 21 tahun dan 
belum kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan 
belum menikah. Namun apabila seorang anak sudah menikah sebelum umur 21 
tahun lalu kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum 
berusia 21 tahun, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa 
bukan anak-anak. 
c. Menurut UU Perlindungan Anak : 
Menurut UU No. 23 tahun 2002 berdasarkan Pasal 1 ayat (1) anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan. 
d. Menurut Hukum Islam : 
Menurut hukum islam anak adalah manusia yang belum mengalami fase 
baligh, yaitu dengan belum mengalami tanda-tanda baligh yang sudah 
dijelaskan dalam al-qur’an. 
3. Hak Anak 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan 
Anak, hak anak diatur pada bab III yang menjelaskan mengenai pasal 4 sampai 
dengan pasal 18,
20
 lalu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 kecuali huruf g
21
, serta juga diatur di 
dalam konvensi hak anak. 
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2.7. Ketentuan Hukum Pola Pembinaan Anak 
Ketentuan Hukum Pola Pembinaan Anak diatur dalam pasal 18 sampai 
dengan 38 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang mengatur mengenai 
Pemasyarakatan. Dalam hal ini dimana diatur tentang golongan-golongan anak, 
yaitu : 
1. Anak Pidana yang diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24 undang-
undang nomor 12 tahun 1995 yang mengatur mengenai pemasyarakatan. 
2. Anak Negara yang diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 31 undang-
undang nomor 12 tahun 1995 yang mengatur mengenai pemasyarakatan. 
3. Anak Sipil yang diatur dalam pasal 32 sampai dengan 38 undang-undang 
nomor 12 tahun 1995 yang mengatur mengenai pemasyarakatan.
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Ketentuan Hukum Pola Pembinaan Anak lainnya diatur dalam pasal 6 
sampai dengan pasal 30 peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 




2.8 Tinjauan teoritis mengenai Covid-19 
Menurut Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Covid-19 merupakan 
keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti 
common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. 
Virus ini menular dari hewan ke manusia, dan manusia ke manusia. Dampak 
dari virus ini adalah dunia mengalami kondisi yang ekstrim sehingga kegiatan 
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manusia sehari-harinya sangatlah terbatas dan tidak boleh beraktifitas di luar 
rumah. Pandemi Covid-19 ini sangat luas penyebaraannya diseluruh penjuru 
dunia, salah satunya adalah indonesia yang juga terkena dampaknya. Virus ini 
gampang sekali menular dari satu subyek ke subyek lain, sehingga rentan 
tersebar luaskan. Di Indonesia sendiri virus ini sudah memakan puluhan ribu 
korban jiwa, sampai saat ini per 23 Desember 2020 tercatat ada 685.639 kasus. 
Dimana diantaranya 20.408 meninggal, 558.703 sembuh, dan 106.528 kasus 
aktif atau positif mengidap virus ini. Tidak hanya dampak dalam kesehatan, 
tetapi ada juga yang sangat signifikan dalam penurunan kondisi perekonomian 
di Indonesia, hingga pemutusan hubungan kerja massal yang dilakukan oleh 
perusahaan-perusahaan untuk menyeimbangkan keuangan perusahaannya. Lalu 
juga dampak terhadap pendidikan yang membuat proses belajar-mengajar 
antara guru dan siswa menjadi tidak tatap muka lagi, melainkan melalui media 
online. Berbagai macam tindakan negara-negara lain juga harusnya menjadi 
contoh bagi pemerintahan Indonesia untuk membuat kebijakan. Beberapa 
diantaranya negara Denmark yang membuka sekolah kembali dengan 
pemberlakuan batasan jarak fisik dengan cara membagi halaman sekolah 
menjadi beberapa bagian. Lalu Meja kelas juga ditempatkan dengan jarak dua 
meter. Selain itu ada negara Turki yang menerapkan kebijakan lockdown di 
akhir pekan. Kebijakan tersebut berlaku untuk orang-orang dengan kisaran usia 
antara orang dibawah 20 tahun dan yang diatas 65 tahun. Sedangkan orang 
yang berusia antara 20 tahun sampai dengan 65 tahun akan tetap melakukan 




melayani pengiriman, dan tempat umum semuanya tutup.
24
 Beberapa contoh 
kebijakan negara lain tersebut harusnya bisa menjadi sumber referensi atau 
dasar bagi pemerintah Indonesia dalam membuat suatu kebijakan pada masa 
pandemi covid-19 seperti saat ini. 
2.9. Tinjauan teoritis mengenai Konvensi Hak Anak 
Pada tahun 1989 terjadi suatu perjanjian yang mengikat berbagi negara 
secara yuridis bahwa mereka sepakat untuk menjanjikan hak yang sama untuk 
semua anak yang ada pada negara-negara yang turut serta ikut melakukan 
perjanjian. Konvensi ini berisi tentang segala aturan mengenai hak-hak anak 
yang harus dijaga dan terpenuhi oleh seluruh negara yang ikut melakukan 
perjanjian tersebut. Mulai dari Kriteria anak mulai dari usia berapa, Mulai 
kapan anak mendapatkan hak dan harus dilindungi, siapa saja yang harus 
menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut. Di indonesia, aturan konvensi 
hak anak ini diberlakukan dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga aturan-aturan tentang anak 
lainnya.  
2.10. Tinjauan Teoritis mengenai teori yang dipakai 
Disini untuk mengetahui efektifitas dari pembinaan yang dilakukan oleh 
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan Balai Pemasyarakatan penulis 
menggunakan teori friedman yaitu ada 3 aspek untuk mengukur efektifitas. 
yaitu yang pertama dari struktur hukum (structure of law), substansi hukum 
(substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum yaitu 
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sesuatu yang bersangkutan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum 
yaitu sesuatu yang terdiri dari perangkat perundang-undangan dan budaya 
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